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SALAM REDAKSI

Inovasi Pengadaan

Sebelum bekerja, anda perlu mengetahui atau
nengidentifkasi risiko.

Jangan bertindak sebelum tahu risiko.

Inovasi harus diiringi dengan 4L dan mitigasi risiko.

Silakan baca dua artikel mengenai hal ini.

Dengan 4L dan mitigasi risiko mari perbanyak karya nyata

untuk negeri kita.

Silakan anda manfaatkan artikel -artikel terlampir.

Semoga majalah ini menginspirasi.

Salam pengadaan.
Salam dari MSTC
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N Mudjisantosa

Training and Consulting

KELAS MUDJISANTOSA

elas Mudjisantosa merupakan kelas group WhatsApp yang melakukan
kegiatan sebagai berikut :

Setiap hari, termasuk hari Sabtu dan minggu, membahas minimal 7 soal dan
sore hari ada jawabannya.

Kelas ini membahas PBJ, katalog, TKDN, Konstruksi, pembayaran dan
perpajakan, audit, aspek hukum dll

Setiap hari, termasuk hari Sabtu dan minggu, akan ada sharing mengenai
materi dan peraturan-peraturan tentang PBJ, katalog, TKDN, Konstruksi,
pembayaran dan perpajakan, audit, aspek hukum dll

Sebulan ada minimal 8 zoom webinar dengan membahas PB], katalog, TKDN,
Konstruksi, pembayaran dan perpajakan, audit, aspek hukum dl

Bila anda berminat untuk mengikuti kelas ini, untuk program periode 2023
admin akan mengikutkan anda di grup Kelas PBJ MS di kelas WhatsApp Group,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Bapak/ibu bisa membayar sekaligus 5 bulan atau 3 bulan atau perbulan
yaitu:

1. Rp 350.000/5 bulan;
2. Rp 215.000/3 bulan; atau
3. Rp 85.000/bulan

Pembayaran ke No. Rekening Bank Mandiri: 155-00-1037514-8
atas nama CV. MUDJISANTOSA TRAINING DAN KONSULTASI.

Konfirmasi via WA ke nomor Admin ( 0812 8589 9262 ) dengan
melampirkan bukti transfer. .




PASTI ADA JALAN UNTUK

== INTEGRITAS

Syafruddin

Pemko Palu

Akibat menolak menandatangani laporan yang kemudian berlanjut adanya
“adendum” pengawas lapangan membawaku tidak dilibatkan pada
satupun kegiatan pengawasan di tahun berikutnya.

Tahun 1997 adalah tahun dimana saya harus mencapai salahsatu target
dalam hidupku, ¥4 menikah.

Awalnya dengan kondisi saat itu, rasanya mustahil untuk bisa mewujudkan
rencana itu. Namun demikian hal tersebut perlahan-lahan terlihat bisa
diwujudkan. Mulai dari datangnya tawaran-tawaran untuk menyelesaikan
pekerjaan jasa konsultansi di beberapa instansi dan juga menjadi pengelola
teknis di beberapa instansi lainnya membuat isi modal nikah juga mulai
bertambah. Di tengah rencana itu, ternyata orang tua sang kekasih saat
itu meragukan kemampuanku yang saat itu masih berstatus honorer
sehingga akhirnya kita berpisah.

Setelah perpisahan itu orang tua sempat mengajukan beberapa nama
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untuk menjadi ibu di rumah yang akan ada tangganya, namun tak seorangpun
yang berjodoh, sampai suatu saat sang jodoh itu lewat di hadapanku, dan
saat itulah ada bisikan dalam hati bahwa inilah jodohku.

Mulai saat itu dilakukanlah perencanaan pengadaan rumah tangga melalui
proses penunjukan langsung oleh saya selaku pimpro pembangunan rumah
tanggaku pada saat itu. Mulai survey, memenuhi undangan, memasukan
penawaran, negosiasi sampai dengan penandatanganan kontrak sebelum
berakhirnya tahun anggaran. akhirnya bisa terpenuhi yang ditandai
dengan penandatangan kontrak dan serah terimasaatijab kabul di pernikahan
sederhana di Tavaili pada hari Jumat, 19 Desember 1997 seminggu sebelum
bulan puasa. )

Seingat saya walaupun saat itu ada beberapa rintangan, tapi jalan selalu
ada untuk sebuah niat dan itikad baik. Beberapa hal yang menjadi jalan antara
lain, adanya kesempatan untuk mengerjakan beberapa proyek, membantu
membuat penawaran beberapa kontraktor, berkesempatan mengikuti ujian
penerimaan CPNS di lingkungan Departemen PU yang kemudian setelah
menikah keluarlah pengumuman bahwa nama saya masuk sebagai satu-
satunya yang dinyatakan lulus yang berasal dari Kabupaten Donggala dari
ratusan peserta ujian saat itu. Ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya
pernikahan itu adalah Pintu Rezeki dan ketika kita melakukan sesuatu yang
baik, maka akan ada saja jalan yang dibukakan oleh Allah SWT untuk kita dan
pasti akan lebih baik dari kita kira.

Semoga bermanfaat.
Wassalamu alaikum WrWb...

Salandoa...
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Pengadaan BLU/D dan
Manajemen

Rantai Pasok
(Supply Chain Management)

Praktek Empiris Penyusunan Regulasi Pengadaan
Barang Jasa di Lingkungan Badan Layanan Umum*

Atas Yuda Kandita

Konsultan Pengadaan HP 082133057172*

Sekilas tentang Fleksibilitas

ktiftas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak
Apernah akan terlepas dari aktiftas belanja melalui pengadaan barang/
jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, Rumah sakit
akan menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran sampai dengan
penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan. Semua kegiatan tadi,
akan membutuhkan sebuah tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa.

Dalam tulisan terdahulu yang bertajuk “Fleksibilitas Pengadaan Barang/
Jasa Pada Layanan Kesehatan Masyarakat” (www.birokratmenulis.org)
dinyatakan bahwa :
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Sejalan dengan feksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum dalam
pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang jasanya, maka
perlu sinkronisasi dengan tata kelola pengadaan yang telah dikenal baik
dalam praktek bisnis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
dijelaskan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efsiensi
dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.” (pasal 20 ayat 1).

Penjelasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: “BLU dapat
dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/
atau efsiensi.”

Tata kelola pengadaan dalam regulasi pengadaan barang jasa pada BLU/D,
harus makin responsif dalam menjawab tantangan pelayanan yang semakin
meningkat. Apalagi adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin masif
dilaksanakan oleh BPIS Kesehatan, maka hampir didapati bahwa semua
Rumah Sakit Rujukan mengalami kenaikan jumlah pasien secara signifkan.
Fenomena adanya pasien yang harus “parkir” dulu di fasilitas lain sebelum
mendapatkan ruang di bangsal perawatan yang semestinya, harusnya bisa
diantisipasi bahkan dimitigasi menggunakan pemanfaatan pengadaan
melalui pengadaan BLU/D.

Pengadaan BLU/D dan Perpres Pengadaan Barang Jasa yang Baru

Dalam salah satu pasal, peraturan pengadaan pengganti Perpres Nomor 4
Tahun 2015 (perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010), dinyatakan
bahwa peraturan pengadaan pemerintah akan dikecualikan terhadap :

1. Pengadaan Barang/lasa pada Badan Layanan Umum;

2. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

3. Pengadaan Barang/lasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik
bisnis yang sudah mapan;

4. Pengadaan Barang/lasa yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan lainnya.
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Pengecualian ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam
mengamati praktek bisnis dan diterjemahkan dalam regulasi. Berdasarkan
ketentuan tersebut, maka BLU/D diharapkan mulai melakukan asesmen
(penilaian diri) terhadap kebutuhan tata kelola pengadaan terbaik yang harus
ditetapkan. Kesadaran yang perlu dibangun bahwa banyak kebutuhan di
lingkungan BLU/D yang sangat tergantung kepada jumlah pendapatan yang
diterima. Pola belanja BLU/D dipengaruhi juga alokasi belanja yang senantiasa
fuktuatif, tidak rigid sebagaimana pola belanja di birokrasi yang menggunakan
dana APBN/D. Selain itu, proses bisnis dalam layanan kesehatan juga sangat
tergantung kepada pola penyakit, pola kasus, atau juga pola tindakan/layanan
yang akan dilaksanakan di layanan publik.

Keadaan Cito dan Pengadaan Cito

Sebagai contoh ekstrem, dalam lingkungan BLU/D layanan kesehatan,
akan dijumpai kondisi cito. Kondisi cito didefnisikan oleh beberapa praktisi
sebagai sebuah kondisi yang sangat segera dan jika tidak diadakan/ diperbaiki/
ditangani akan mengganggu pelayanan rumah sakit atau berakibat akan
membahayakan keadaan pasien/jiwa.

Adapun kriteria keadaan cito ini diantaranya :

1. Keadaan yang mengancam keselamatan jiwa.

2. Barang/ jasa yang harus mendapat penanganan kurang dari 48 (empat
puluh delapan) jam.

3. Barang/ jasa diadakan yang perlu penanganan khusus secara cepat.
4. Terjadinya wabah, bencana, atau terjadinya lonjakan kasus secara
signitkan, yang memerlukan penanganan segera.

Untuk menangani keadaan cito maka diperlukan tata kelola pengadaan
cito, yang sangat responsif, melebihi sekedar penunjukan langsung. Dalam
salah satu terminologi medis, penanganan keadaan cito ini akan sangat
dipengaruhigoldenhours, masa-masakritikal yang merupakan waktu toleransi
untuk penanganan secara segera. Penanganan kondisi medis cito melebihi
golden hours, akan membahayakan keselamatan jiwa pasien, dan seringnya
berujung kepada fatalitas.
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Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kizito Elijah Kanyoma &
James Kamwachale Khomba pada tahun 2013 (The Impact of Procurement
Operations on Healthcare Delivery: ACase Study of Malawi’s Public Healthcare
Delivery System) bahwa akibat dari ketiadaan stok (sebagai akibat lemahnya
proses pengadaan) akan memberikan dampak diantaranya :

1. Kematian pasien

2. Overcrowding/ keruwetan di rumah sakit

3. Menurunkan kondisi medis pasien

4. Penundaan/keterlambatan tindakan operasi

Pendekatan Manajemen Rantai Pasok dalam penanganan keadaan cito
ini, dapat dijadikan sebagai benchmark bagi layanan kesehatan berbasis
BLU/D. Pemahaman bahwa pengadaan merupakan sebuah optimasi proses
memperoleh barang jasa yang dinamis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi
kebutuhan yang terjadi, digambarkan secara memadai dalam manajemen
rantai pasok tersebut.

Pendekatan Manajemen Rantai Pasok dalam Pengadaan BLU/D

Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management (SCM) adalah
suatu sistem antar fungsi-fungsi operasional yang strategis dalam suatu
organisasi, yang berperan dalam mengelola tugas-tugas yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan pasokan di semua lini, mulai dari proses
hulu, proses internal, hingga proses hilir, yang dilaksanakan secara; terpadu,
terencana, terukur, efektif, dan efsien (Sumber: Turban, Rainer, and Porter,
2004)

Proses SCM dapat berjalan dalam semua bentuk kegiatan operasional,
mulai dari kegiatan produksi di manufaktur atau lembaga riset, proses
distribusi dalam kegiatan perdagangan, sosial, hingga bantuan kemanusiaan,
serta proses pelayanan aktivitas jasa, mulai dari pekerjaan konstruksi, proyek
teknologi informasi, penyelenggaraan event, hingga proses pelayanan
birokrasi, termasuk layanan kesehatan.
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Adapun komponen SCM terbagi atas :

1. Rantai Suplai Hulu / Upstream Supply Chain; aktivitas perencanan dan
pengadaan

2. Rantai Suplai Internal / Internal Supply Chain; aktivitas penerimaan,
penyimpanan, dan pengolahan

3. Rantai Suplai Hilir / Downstream Supply Chain; aktivitas alokasi dan

pendistribusian ke pengguna akhir

Penentuan kriteria barang/jasa menggunakan Kuadran Supply Positioning
Model Kraljic masih sangat relevan dalam perencanaan kebutuhan pengadaan
barang jasa di lingkungan BLU/D. Penggunaan kategori critical, bottleneck,
leverage maupun routine, sudah saatnya dijabarkan dalam tata kelola yang
simpel tetapi tetap akuntabel. Bahwa barang jasa dikategorisasi tidak hanya
berdasarkan nilai belanjanya, akan tetapi juga diperhitungkan nilai risiko
pemenuhan barang jasa tersebut bagi layanan kesehatan.

Praktek pengadaan terbaik di berbagai tempat, baik lingkungan birokrasi
di negara maju, atau bahkan di lingkungan korporasi, bisa diadopsi untuk
digunakan. Dan yang pastinya, tender (dalam bahasa kita menggunakan
istilah lelang), hanya merupakan salah satu alat dalam pemilihan penyedia, dan bukan yang
utama.

Dalam alur manajemen pasokan, sebelum menggunakan atau
mendistribusikan barang dan jasa, maka perlu mencari barang dan jasa
sesuai kebutuhan, baik itu berbentuk produk jadi, jasa layanan, maupun
pekerjaan konstruksi. Proses perencanaan dalam alur manajemen pasokan,
dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu :

1. barang jasa berbasis kebutuhan berulang (repeatable based)
2. barang jasa berbasis proyek (project based)
3. barang jasa berbasis penanganan emergensi/darurat (emergency based)
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Plan SOURCE DELIVER
Repeatable based Product . Utilized

Project based Services Distributed

Emergency based Works

Sumber : Deni Danasenjaya, materi SKKNI sertifkasi Pengadaan, LKPP, 2016

Pemilihan penyedia/rekanan dalam manajemen rantai pasok sebagaimana
digambarkan dalam gambar di atas, akan menyesuaikan kompleksitas dari
masing masing kategori.

Barang jasa berbasis kebutuhan berulang (repeatable based)

Terhadap barang jasa yang berbasis kebutuhan berulang, maka metode
estimasi dapat digunakan untuk merencanakan belanja yang akan dilakukan.
Sederhana saja, mengikuti pola belanja kurun waktu sebelumnya, disesuaikan
dengan kondisi saat akan belanja. Penggunaan marketplace, online shop,
e-purchasing, serta semisalnya, umumnya dilaksanakan untuk menyelesaikan
kebutuhan barang jasa ini.

Barang jasa berbasis proyek (project based)

Terhadap barang jasa atau pekerjaan yang berbasis proyek, maka
penyusunankerangkaacuankerja(TermofReference)yangkemudiandilakukan
penyusunan harga perkiraan pekerjaan (Owner Estimate) perlu dilaksanakan.
Pekerjaan dalam kategori ini, merupakan barang jasa yang membutuhkan
serangkaian proses yang beraneka ragam dan penyelesaian pekerjaannya
pun membutuhkan waktu, contohnya pembangunan gedung bangsal. Pola
pemilihan penyedianya pun bisa bervariasi, mulai dari pemilihan penyedia
(quotation), tender terbuka, atau bisa juga penunjukan langsung. Dalam
rangka mencapai kebutuhan maka batasan biaya hanya menjadi salah satu
parameter saja.
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Barang jasa berbasis penanganan emergensi/darurat (emergency based)

Terhadap barang jasa yang berbasis penanganan emergensi/darurat,
maka flosof pengadaan secara umum yang dilaksanakan pada kondisi
normal tidak digunakan. Perhatian utama dalam pengadaan barang jasa
kategori ini, kebutuhan barang jasanya harus segera ada ketika dibutuhkan
tanpa ribet dengan serangkaian administrasi dalam keadaan biasa.
Penanganan kasus menjadi prioritas utama, sedangkan proses administrasi
dilakukan sesederhana mungkin dan dilaksanakan setelah kondisi emergensi/
daruratnya terlewati. Pengadaan cito bisa jadi akan memakan biaya lebih
mahal, tetapi akan menjaga kepentingan lain yang lebih besar. Karena pada
hakikatnya, kesehatan dan keselamatan jiwa, tidak bisa diganti dengan uang
asuransi sebesar apapun. Tetapi juga perlu disiapkan pola pertanggung
jawaban yang memadai dan akuntabel, menggunakan perkembangan
teknologi kekinian.

Konklusi

Masih terdapat tantangan yang besar untuk memberikan pemahaman
yang memadai dan relevan mengenai proses bisnis dilingkungan BLU/D. Hal ini
sekaligus memberikan peluang perbaikan pengadaan yang luas, dikarenakan
mayoritas layanan kesehatan BLU/D yang saat ini ada, masih mengandalkan
proses pengadaannya, hanya kepada pengaturan jenjang nilai semata.
Semangat feksibilitas yang sudah mulai dipahami dalam Perpres pengadaan
yang terbaru ini, perlu diimplementasikan dalam suatu tata kelola pengadaan
BLU/D yang dinamis dan feksibel. Peran segenap pemangku kepentingan,
mulai dari Kementerian Kesehatan, LKPP dan praktisi pengadaan di sektor
kesehatan, perlu bersinergi untuk benar-benar mampu mewujudkan inovasi
pengadaan barang jasa di lingkungan BLU/D kesehatan.

Mari Bersama Menuju Indonesia Sehat.
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ASPEK HUKUM

PERUBAHAN
KONTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tomy Darlinanto, SH,M.Hum
JF PPBJ Ahli Muda -BPBJ
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

———

engadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam tahapan pelaksanaan

kontrak, niscaya tidak akan lepas dari perubahan kontrak, namun masih
banyak fakta bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Penyedia
Barang/Jasa masih belum sepenuhnya memahami terkait dengan aspek
hukum perubahan kontrak pengadaan barang/jasa.

Perubahan kontrak seringkali dilakukan karena dokumen perencanaan
yang tidak akurat atau masih banyak kekurangan, perubahan kondisi
lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan, adanya gagasan baru yang
muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan, adanya perubahan kebutuhan
dari PA/KPA/PPK dan adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Perubahan Kontrak
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merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak (Pasal 52 ayat (1) huruf e) dan
diatur pada Bagian Kelima Perubahan Kontrak Pasal 54 sebagai berikut:

“Bagian Kelima
Perubahan Kontrak
Pasal 54
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak
awal.”

Pasal 54 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa unsur-unsur dapat
dilakukannya perubahan kontrak, unsur yang pertama adalah perubahan
kontrak dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK yang ada dalam Kontrak. Ketentuan ini menegaskan bahwa
perubahan kontrak itu bukan karena keinginan dari PPK dan Penyedia
untuk melakukan perubahan, namun terlebih karena adanya perbedaan
antara kondisi lapangan dengan klausul kontrak awal.

Kondisi dalam KBBI diartikan dengan persyaratan atau keadaan,
sedangkan yang dimaksud lapangan dalam KBBI, memiliki 5 (lima) arti
yang berasal dari kata dasar lapang, lapangan memiliki arti kata benda
sehingga lapangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau
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semua benda dan segala yang dibendakan, yaitu tempat (gelanggang)
pertandingan, bidang (pekerjaan,pengetahuan,dsb), tempat atau tanah
yang luas (biasanya rata), alun-alun, dan medan, selanjutnya dalam KBBI
terkaitdenganlapanganjugamendefinisikankumpulandatayangdiperoleh
dengan cara melakukan pengukuran langsung (tidak menggunakan satelit)
atau kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran
langsung di lapangan.

Sehingga dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah maka
kondisi lapangan merujuk pada keadaan/persyaratan saat pelaksanaan
pekerjaan ada perbedaaan keadaan/persyaratan dengan spesifikasi teknis/
gambar/ kerangka acuan kerja yang disyaratkan diawal (yang disampaikan
pada proses tender).

Dalam pekerjaan konstruksi PPK, Penyedia dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga
kerja konstruksi dan perlaatan utama (Mutual Check 0%). Sehingga apabila
ditemukan perbedaan maka dapat ditindaklanjuti dengan perubahan
kontrak dengan merubah spesifikasi teknis/gambar/KAK dan lainnya.

Jikadalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-halyang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya
akan dituangkan dalam adendum kontrak (7.4 Penyerahan Lokasi).

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK/Program mutu
jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi kemudian
hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Kondisi lapangan ini tidak dapat diartikan seperti contoh sebagai
berikut:

Pada organisasi perangkat daerah misalnya Dinas PUPRKP terdapat
paket tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Taman Budaya
Gunungkidul yang semula berlokasi di Desa Siyono, Kecamatan Playen,
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Kabupaten Gunungkidul, kemudian karena suatu hal PA akan merubah
lokasi pekerjaan pembangunan taman budaya Gunungkidul dari yang
sebelumnya di Desa Siyono ke tempat lain.

Kondisi Lapangan bukan berarti memindahkan lokasi pekerjaan ke
tempat lain, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan dengan perubahan
kontrak, melainkan harus melakukan proses/tahapan pengadaan mulai
dari perencanaan yaitu menyusun spesifikasi teknis, gambar ke lokasi
pekerjaan yang akan dipindahkan, dan kemudian dilakukan tender lagi.

Kemudian unsur apa saja yang dapat dilakukan perubahan kontrak?,
adalah menambah atau mengurangi volume, jenis kegiatan, mengubah
spesifikasi teknis, mengubah jadwal pelaksanaan, selanjutnya unsur
berikutnya adalah berapa nilai maksimal perubahan kontrak, yaitu
perubahan kontrak apabila menambah nilai kontrak maka tidak melebihi
10 % (sepuluh persen) dari harga kontrak awal.

Dalam hal keadaan kahar kontrak dapat dilakukan perubahan oleh
para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) dapat
meperpanjang waktu kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melewati tahun anggaran.

Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia secara
lebih lanjut mengatur tentang perubahan kontrak yaitu pada angka 7.14
Perubahan Kontrak sebagai berikut:

7.14 Perubahan Kontrak

7.14.1  Perubahan Kontrak Karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada
Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/
KAK dalam Dokumen Kontrak.
Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/
KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak
Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan.
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
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teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat

Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan

perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

¢. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi
yang dimaksud antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak
atau perubahan rekening penerima.

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal;

b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan

c. dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan
pekerjaan.

Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu
penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah
waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

Padaketentuantersebutadaunsurperubahankontrakyangdisebabkan
masalah administrasi, yang dicontohkan antara lain pengantian Pejabat
Penandatangan Kontrak atau perubahan rekening dan sebagainya. Sobat
Kredible,fakta yang seringkali ditemui bahwa kesalahan administrasi
seringkali dijadikan pintu masuk pemeriksa/APIP maupun Aparat Penegak
Hukum (APH) untuk mencari informasi terhadap suatu kasus pengadaan
barang/jasa.

20 | Manajemen Keuangan Publik



Persoalan administrasiini perlu menjadi perhatian khusus bagi PPK dan
dibantu oleh Tim Teknis atau Tim Pendukungnya, yang seringkali terjadi
adalah apabila ada pergantian PPK tidak ditindaklanjuti dengan serah
terima pekerjaan kepada PPK baru,sehingga tidak dilakukan perubahan
kontrak, perubahan jaminan-jaminan, dan hal ini selalu menjadi atensi
baik pemeriksa (APIP) maupun APH. Keadaan ini seringkali terjadi karena
ketidakatahuan PPK dalam melakukan manajemen kontraknya, sehingga
seringkali abai karena mengikuti kebiasaan organisasi yang acuh dan
beranggapan bahwa tidak akan ada persoalan apabila PPK nya tidak
diganti, selain karena malas membuat perubahan kontrak juga masih
rendahnya pemahaman PPK dan tim pengelola kontrak untuk melakukan
/menyusun draft perubahan kontrak.

Terkait jaminan-jaminan pengadaan (jaminan uang muka/ jaminan
pelaksanaan/jaminan pemeliharaan) apabila ada pengantian PPK tidak
dilakukan perubahan pada jaminan -jaminan tersebut akan berakibat
bahwa jaminan tersebut tidak dapat dicairkan oleh asuransi/bank
apabila masih atas nama PPK yang lama. (Kondisi tersebut akan berbeda
penyikapannya antara asuransi/bank).

Perubahan Kontrak ini juga diatur dalam Perlem LKPP No 12 Tahun
2021 dan lampirannya, sebagai contoh untuk perubahan kontrak pada
pekerjaan kontruksi pada ketentuan dalam Model Dokumen Pengadaan
pada Lampiran V Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi ( V.19
MDP Tender PK-Dok.Tender, Pascakualifikasi, Satu File Sistem Harga
Terendah, Kontrak Harga Satuan, bagian SSUK sebagai berikut:

Syarat-Syarat Umum Kontrak B.4 Addendum angka 36.Perubahan
Kontrak sebagai berikut:

B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak
36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui
oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut
meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
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2) perubahan Harga Kontrak;

3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan;

4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan
utama; dan/atau

5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi.

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak

Berdasarkan ketentuan dalam SSUK MDP tersebut maka :

a. kontrak harus diubah melalui addendum kontrak

b. disetujui para pihak, dan PPK dapat meminta pertimbangan
dari Pengawas dan Tim Pendukung/Tim Teknis dan meminta
kelayakan perubahan kontrak kepada Tim.

c. Kontrak diakibatkan karena 5 hal yaitu perubahan : pekerjaan,
harga kontrak,jadwal/masa pelaksanaan, personel manajerial,
peralatan utama, masalah administrasi

Berikut ini adalah ketentuan mengenai hal- hal yang menjadi alasan
untuk perubahan kontrak yang diatur dalam SSUK selain masalah
administrasi yaitu:

1. Perubahan Pekerjaan

Perubahan Pekerjaan yang menyebakan perubahan kontrak diatur

pada angka 37 Perubahan Pekerjaan sebagai berikut:

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
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37.2

37.3

37.4

menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan

perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

¢. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/
atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang

dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia

dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/
atau

¢. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan

tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak

awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai

dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal

37.1dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan
Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

. Perubahan Harga

Perubahan Harga yang menyebabkan perubahan kontrak diatur pada
angka 38.Perubahan Harga sebagai berikut:
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pr

38.1

38.2

38.3

38.4

385

38.6

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) penyesuaian harga; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan

berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen)

dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang,

maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas

pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan
hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga

satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa

harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran

baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai

berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan;

¢) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/
mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
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e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;

f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut;

g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat
adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah
antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada
pasal Peristiwa Kompensasi.

3. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan atau Masa Pelaksanaan

Perubahan Jadwal/Masa Pelaksanaan yang menyebabkan perubahan
kontrak sebagaimana diatur dalam 39.Perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan dan atau masa pelaksanaan sebagai berikut:

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;
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b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
¢. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan
pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk
memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,
maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pejabatyang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan
untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan
Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan
akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data
penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang
Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan
harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

4. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Perlatan Utama

Perubahan Personel Manajeral dan /atau peralatan utama yang
menyebabkan perubahan kontrak sebagai mana diatur pada angka 40
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sebagai berikut:
40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai

bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan
menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai

40.3

40.4

40.5

bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/
atau

2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan
menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan

Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk

menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih

baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan

tanpa biaya tambahan apapun.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/

atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah

mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum

kontrak.

Volume 9 - Agustus 2023 | 27




40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.

Sebagai tambahan informasi perubahan kontrak juga dapat dilakukan
apabila dalam hal terjadi keadaan kahar yang diatur dalam Perlem LKPP
No. 12 Tahun 2021 dan lampirannya pada angka 7.16 Keadaan Kahar dan
dalam SSUK sebagai berikut :

7.16 Keadaan Kahar
Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak
atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian
atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat
dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan
kahar.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati
Tahun Anggaran.

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa
kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan
ketentuan:
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a. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih
efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;

b. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;

c. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa
perpanjangan waktu yang diberikan;

d. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada
Tahun Anggaran berikutnya;

e. Apabilaberdasarkan Analisa Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah dan
kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan
kewajiban yang telah dilaksanakan.

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biayayang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan
untuk bekerja dalam keadaan kahar.

Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan
dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan
oleh karena keadaan kahar.

Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak
terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,
pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri
lainnya

Pada pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan
bangun melalui penyedia, Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim
Teknis memiliki tugas membantu PPK dalam melakukan persetujuan atau
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penolakan perubahan kontrak.

Sedangkan untuk perubahan kontrak tersebut dapat dipertanggung-
jawabkan secara teknis dan professional, dan dapat mengakibatkan
penambahan nilai kontrak.

Dalam hal penambahan nilai kontrak akhir melebihi 10 % dari harga
kontrak awal, haru mendapat persetujuan PA, dan tender secara terpisah/
penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.

Pada MDP /Model Dokumen Pengadaan pada Lampiran V Model
Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi ( V.19 MDP Tender PK-Dok.
Tender, Pascakualifikasi, Satu File Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga
Satuan, bagian SSUK sebagai berikut:

KEADAAN KAHAR

KeadaanKahar merupakan penyebab perubahankontrak sebagaimana
diatur dalam 41.Keadaan Kahar sebagai berikut:

41.1  Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana
non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis
dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan

¢. menyerahkan hasilidentifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan
yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
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41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,; dan/atau

2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi
kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;

b. Kurva S pekerjaan; dan

¢. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta

Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap

penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta

hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal

41.5

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak

untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak

bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah

dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah

hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/

bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat

dari Keadaan Kahar.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat

dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat

bersifat

a. sementarahinggaKeadaanKaharberakhirapabilaakibat Keadaan
Kahar masih memungkinkan dilanjutkan /diselesaikannya
pekerjaan;

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

¢. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian
Pekerjaan; dan/atau

d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap
keseluruhan Pekerjaan;

Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8
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41.10

41.11

41.12

41.13

41.14

dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan
(baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir;
atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para
pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak
dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan
yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
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Sobat Kredibel, di dalam SSUK tersebut masih ada beberapa ketentuan
yang terkait dengan perubahan kontrak diantaranya sebagai berikut ini:

1. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Rencana Mutu Pekerjaan
Konstruksi (RMPK) jika terjadi Addendum Kontrak dan atau Peristiwa
Kompensasi (angka 21 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi 21.5)

2. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan
kondisi kondisi pekerjan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam
addendum kontrak (angka 22 RKK 22.4)

3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.(angka 23 Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak -23.3)

4. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila
dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan
isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. (angka 25
Pengukuran/Pemeriksaan bersama -25.2)

5. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat
dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dengandisertai bukti-buktiyang dapat disetujui Pejabatyang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengan membuat adendum Kontrak (angka 27. Masa Pelaksanaan-27.2)

6. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 hari kalender/ memberikan kesempatan kedua/
pemutusan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila
ada). (angka 32. Pemberian Kesempatan -32.2)
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7. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
1. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

2. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

3. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

4. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang
akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun
Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui
Tahun Anggaran. (angka 32.Pemberian Kesempatan -32.3)

8. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
dituangkan dalam adendum Kontrak. (angka 59. Kerjasama Antara
Penyedia dan subkontraktor-59.6)

9. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak (angka 70.Pembayaran- 70.4)

Dalam beberapa diskusi dengan materi tentang perubahan kontrak
antara penulis dengan para PPK masih seringkali muncul dalam diskusi
terkait dengan pertanyaan mengenai kapan waktu yang tepat dilakukan
perubahan kontrak, apakah ketika akhir sebelum selesainya pekerjaan/
serah terima atau setiap akan ada perubahan kontrak? Selain pertanyaan
ini juga seringkali muncul dalam diskusi adalah berapa kali PPK boleh
melakukan perubahan kontrak. Pertanyaan dalam diskusi ini sebenarnya
adalah pertanyaan yang dilontarkan PPK manakala PPK merasa belum
yakin dalam kapasitasnya menjadi PPK dengan berbagai macam ketugasan
dan tanggung jawabnya, sehingga seringkali ada titik kritis yang harus
diperhatikan oleh PPK dalam melakukan perubahan kontrak diantaranya
sebagai berikut:

1. PPK sebaiknya memeriksa kelengkapan dokumentasi dalam rangka
perubahan kontrak (surat/berita acara/justifikasi teknis, pendapat
dari Pengawas Pekerjaan,dan hal -hal lainnya yang dianggap perlu
untuk didokumentasikan).
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10.

11.
12.

PPK tidak segera membuat perubahan kontrak, atau tidak
menindaklanjuti adanya perubahan pelaksanaan pekerjaan di
lapangan/lokasi pekerjaan (kondisi lapangan).

Perubahan PPK tidak ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak dan
perubahan jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan.
Perubahan PPK tersebut tidak dilakukan serah terima pekerjaan
antara PPK lama dan Baru sebagai dasar dilakukannya perubahan
kontrak.

PPK wajib melakukan klarifikasi terkait jaminan-jaminan ke pemberi
jaminan dan ke OJK bila asuransi

PPK tidak membuat/menyusun perubahan kontrak dengan baik dan
cermat, tidak melibatkan tim, ataupun ahli hukum kontrak bila dirasa
perlu karena nilai yang sangat besar.

PPK tidak melakukan Negosiasi harga dengan baik (minim data untuk
negosiasi), tidak dituangkan dalam berita acara negosiasi dan dalam
perubahan kontrak.

PPK melakukan perubahan kontrak namun tidak ada justifikasi teknis
dari konsultan pengawas/MK dan menganalisis tentang rencana
perubahan kontrak dan mitigasi risikonya

PPK tidak menuangkan perubahan kontrak dan tidak membuat asbuilt
drawing.

PPK tidak menetapkan bersama dengan penyedia terkait dengan
pilihan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam kontrak
PPK tidak mengisi SSKK dengan baik dan benar.

PPK dalam melakukan perubahan kontrak hanya pada draft
perjanjiannya saja sedangkan klausul yang ada pada SSKK seharusnya
dilakukan perubahan, misalnya merubah jangka waktu pelaksanaan
kontrak, dan sebagainya.

Sobat Kredibel, akan lebih baik apabila PPK yang akan melakukan

perubahan kontrak memperhatikan titik kritis tersebut, minimal PPK
perlu membuat justifikasi terkait dengan perubahan kontrak yang akan
dilakukan minimal membuat diskripsi tertulis apa saja yang aka di ubah

Volume 9 - Agustus 2023 | 35




pr

pada kontraknya, kemudian memberikan penjelasan yang berisi alasan
pentingnya dilakukan perubahan dan manfaat yang diperoleh dari
perubahankontraktersebut, dengan mempertimbangkanlingkup, kualitas,
kuantitas, waktu, harga yang akan diubah, serta PPK juga mengkaji dari
sisi risiko implikasi yang timbul akibat perubahan kontrak tersebut dan
mitigasi yang akan dilakukan oleh PPK akibat timbulnya risiko tersebut.

PPK juga sebaiknya mempertimbangkan dokumen-dokumen yang
telah disusun sebelumnya (kontrak awal) dan dokumen yang terkait
dengan rencana perubahan kontrak tersebut diantaranya Surat
Permintaan Perubahan Kontrak dari Penyedia , Justifikasi Teknis/Kajian
dari Konsultan Pengawas, Perencan/MK, Berita Acara Rapat, Berita Acara
Negosiasi, dan juga draft/rancangan perubahan kontrak tersebut juga
sudah mendapatkan telaahan dari ahli hukum kontrak bila diperlukan.

Perubahan kontrak dimulai dari kesepakatan para pihak untuk
melakukan perubahan, dalam hal ini antara PPK dengan Penyedia. PPK
dalam melakukan manajemen kontrak dapat dibantu oleh tim pengelola
kontrak yang dibentuk dalam rangka membantu PPK (Tim Teknis/Tim
Pendukung/Tenaga Ahli). Tim pengelola kontrak ini perlu diperankan
secara optimal.

PPK dan Tim Pengelola Kontrak juga sangat perlu dibekali dengan
keahlian/kompetensi yang cukup dalam mengelola kontrak, selain itu
para pelaku pengadaan juga sebaiknya mengikuti kelas-kelas pengadaan
barang/jasayang bertujuan meningkatkan kompetensi pengadaan barang/
jasa pemerintah agar dalam melaksanakan tugas sebagai PPK semakin
kredibel dan berintegritas.

Wonosari, 8 Mei 2023

Tomy Darlinanto, SH,M.Hum
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Pengantar
Spiritual
Quotient (SQ)

dalam Pengadaan
Barang/Jasa (PB))

Ajik Sujoko

Fakultas Hukum Undip | email : ajik.sujoko1980@gmail.com {

A. PENDAHULUAN

idak sengaja, waktu menunggu sahur di awal bulan Ramadan 1444 H

melihat-lihat postingan di Facebook. Menurut penulis, membaca sekilas
postingan tersebut meskipun “agak-agak” tidak terkejut, namun sangat
memberikan inspirasi. Inspirasi pertama, penulis tergugah ingin menulis
kembali agar tulisan dimuat di Majalah Keuangan Publik (MKP) untuk yang ke-
sekian kali. Inspirasi kedua, tulisannya bisa menggambarkan kondisi aktual
yang penulis pahami, yaitu terkait dengan pengadaan barang/jasa (PBJ).

“Pengadilan ramai dan rumah sakit ramai..Antara ahli kesaksian atau
konsultan rumah sakit” postingan di Facebook oleh Mudji Santosa. Penulis
konsisten Bapak Mudji Santosa adalah guru di bidang pengadaan bagi penulis.
Penulis sangat menyenangi posting-posting beliau di Facebook, meskipun
tidak berbagi untuk memberikan komentar. Terkadang, memang dirasa perlu
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juga tulisan semi “ilmi-Ah”. Meskipun tulisan ini nanti gayanya agak “ngge-
dumel” dan mudah-mudahan tidak mengarah “ngge-drabus (dalam Jawa),
biar terkesan “slow” alias tidak “sepaneng”.

Ya, kalau muridnya menulis bila ada yang kurang tepat nanti bisa ditepat-
tepatkan alias “dipenerke” oleh gurunya... . Ini bukan “nyolu” agar tulisan
ini diterbitkan di MKP lagi, namun setidaknya ada kebiasaan guru yang bisa
tertular pada muridnya. .. Sepemahaman penulis, beliau Pak Mudji Santosa
memang expert, khususnya di bidang pengadaan. Maka tidak heran jika beliau
memahami perkembangan pengadaan barang/jasa termasuk permasalahan/
kasus yang mencuat baik di internal suatu entitas pemerintah atau pengadilan.
Makanya beliau bisa menggambarkan kondisi aktual “pengadilan ramai”,
entah itu ramainya berpengadilan atau banyaknya masalah/kasus PBJ yang
diselesaikan di pengadilan.

Dari uraian diatas, bukan untuk memberikan komentar lanjut postingan di
Facebook dari Bapak Mudji Santosa, namun akan menulis sebuah pengantar
Spiritual Quotient (SQ) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), meskipun penulis
bukan ahli spiritual.

B. PEMBAHASAN
1. Beranjak Dari Logika Benar dan Salah

Penulis beranjak dari logika benar dan salah. Mungkin saja (karena penulis
agak ragu untuk menyatakannya), pertama “konsep benar dan salah” itu dari
kepala alias akal pikiran yang bermain. Karena munculnya dari akal pikiran,
makalogikayang timbuladalah hanyabenar dansalah. Entahitu terkaitdengan
yang seharusnya atau sesuai kenyataan, sesuai aturan atau tidak. Kedua,
konsep tepat/tidak tepat itu muncul dari hati. Maka ketika menggunakan hati,
maka hati nuranilah yang bermain. Dalam pitutur orang jawa benar (=bener)
itu tidak selalu “pener”. “Pener” dalam kontek berpikir orang Jawa adalah
ketepatan menempatkan pada posisi atau waktu yang semestinya melihat
situasi dan kondisi alias “sikon”. Kontek “pener” akan selalu menggunakan
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perasaan yang ada di dalam hati. Jadi akan berbeda ketika kontek “pener”
dengan benar dalam memutuskan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh
hakim.

Dalam putusan-putusan pengadilan selalu diawali kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Ketika menyangkut kata
Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama jelas sekali dan sangat masuk logika
bahwa Tuhan itu satu. Kedua, mempercayai Tuhan merupakan pembahasan
mengenai “keyakinan/kepercayaan”. Sedangkan keyakinan itu sendiri akan
selalu ditempatkan atau pembahasannya dalam hati, bukan dalam akal
Tkiran. Akal fkiran berfungsi untuk membantu logika mengenai keyakinannya.
Apabila seseorang mudah menggunakan logika dari akal fkiran, maka
bisa dilihat Intelligent Quotient (IQ) seseorang, namun jika seseorang
menggunakan kesadaran terhadap sesama maupun menggunakan perasaan
dari hatinya, maka bisa dilihat Emotional Quotient (EQ) seseorang. Namun jika
seseorang yang sudah memiliki rasa empati dan kemanusiaan kepada sesama
manusia, maka bisa dilihat kecerdasan hati seseorang. Baru ketika seseorang
memandang Tuhan untuk melihat atau melakukan sesuatu, mengikuti apa
yang dikehendaki Tuhan untuk melihat, merasakan, mamanusiakan sesama
manusia baru bisa dilihat Spiritual Quotient (SQ) seseorang.

Ketika hakim memutuskan suatu perkara di muka pengadilan sudah
menggunakan SQ nya, maka layaklah suatu putusan pengadilan yang dibuat
sudah berdasarkan Ketuhanan. Artinya memang dengan kehendak Tuhan
lah yang memiliki kekuasaan untuk menghakimi dan mengadili, menjalankan
seorang hakim memberikan putusan suatu perkara. Pernah ada kejadian
“efek” seseorang yang menjadi hakim dengan memiliki tingkat SQ yang tinggi
justru tidak ada kasus atau laporan yang diangkat ke pengadilan, sebagaimana
masa kekhalifahan Abu Bakar Ash Shiddiq, ketika Umar bin Khattab diangkat
sebagai hakim untuk wilayah Madinah. Memang tidak mudah menemukan
seorang hakim yang memiliki tingkat SQ yang baik untuk memutus suatu
perkarajamansekarang. Perbandingan seorang hakim masa Umar binKhattab
dengan masa sekarang pun mungkin sulit untuk dibandingkan. Meskipun sulit
untuk dibandingkan bisa dilihat perbedaan yang cukup mencolok. Jika hakim
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masa Umar bin Khattab untuk wilayah Madinah tidak ada kasus atau laporan
yang diangkat ke pengadilan, namun hakim di suatu daerah masa sekarang
banyak dibanjiri kasus atau laporan. Saking banyaknya macam kasus/laporan,
harus membentuk pengadilan “ini itu...”. Sehingga benar pula kondisi aktual
“pengadilan ramai” menurut postingan di Facebook oleh Mudji Santosa.

Menurut penulis, seseorang yang ditakdirkan atau diberi amanah untuk
memutus suatu perkara di pengadilan dibutuhkan kemampuan 1Q, EQ dan
SQ yang baik. Mengapa dibutuhkan 1Q, EQ dan SQ bagi seorang hakim?
Dalam hal ini putusan hakim menyangkut nasib seseorang yang memerlukan
perlakuan manusiawi, tidak sebatas jelas diketahui benar dan salah yang
sudah dilakukan oleh seseorang atau sebatas rasa “pantesnya” seseorang
akan diberikan putusan/vonis, bukan sekedar vonis dengan copy paste kasus
lain.

Pembahasan 1Q, EQ dan SQ menurut penulis, tidak hanya menuntut
seorang hakim memiliki kemampuan ketiganya. Namun dalam dunia PBJ
sendiri sudah saatnya ikut mengantar pembahasan tersebut. Termasuk
harapan penulis, agar muncul tulisan mengenai 1Q, EQ dan SQ dalam PBj,
setidaknya tulisan ini akan memicu menulis kembali mengenai IQ, EQ dan SQ
dalam PBJ yang lebih lengkap.

2. Belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012
dan Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012
tanggal 23 Oktober 2012, setidaknya mengetahui MK mengakui kewenangan
BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP
untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan
PP No 60 Tahun 2008. Menurut Mahkamah, dalam rangka pembuktian suatu
tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP
dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan
bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan
mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau
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badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-
pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran
materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat
membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Selain diketahui siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit
investigasi dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 juga dapat menjadi media
pembelajaran bagi pencari keadilan. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012
dapat diketahui pula kronologi kasus PBJ. Kasus PBJ tersebut merupakan
kasus korupsi pekerjaan Roll-Out Customer Information System-Rencana
Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang, meskipun penulis tidak mengetahui “sejatinya” atau yang
sebenarnya tersangka, terdakwa melakukan tipikor atau tidak. KPK bukan
meminta kepada BPK, namun meminta BPKP untuk menetapkan jumlah
kerugian negara dalam Pekejaan Roll-Out CIS-RISI, sehingga menggunakan
perhitungan BPKP dalam berproses di pengadilan Tipikor. Menurut penulis
“Kasus” CIS-RISI merupakan kasus kontrak suatu pengadaan yang kemudian
masuk dalam ranah kasus tipikor. Kasus yang berhadapan antara KPK dengan
terdakwa di muka pengadilan, kemudian terdakwa membawa masalah
keabsahan audit di muka pengadilan yang berhadapan dengan BPKP.

Tersangka/terdakwa kemudian melakukan mengajukan pengujian (judicial
review) Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu dasar
tersangka dalam pengajuan pengujian adalah Putusan MA Nomor 946.K/
PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tanggal 23 Agustus 2011 juga dikuatkan
dengan Putusan MA Nomor 571 PKPdt/2012 tanggal 26 Nopember 2013.
Kronologi dalam Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011 sendiri juga berawal
Pejabat Daerah menempatkan dana kas daerah ke BPR, kemudian masuk
dalam ranah kasus tipikor. Kasus dalam Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011
tersangka kasus Tipikor juga berhadapan dengan BPKP di muka peradilan
perdata terkait keabsahan yang melakukan audit. Secara substansial putusan
Mahkamah Agung tersebut dengan tegas menyatakan BPKP sudah tidak
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lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab
keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.

Beberapa ahli terkait Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 berbeda
berpendapat. Ahli keuangan negara, Dian Puji Simatupang dosen Fakultas
Hukum Universitas Indonesia berpendapat, BPKP tak lagi berwenang
menghitung kerugian negara. Mudzakir dari Universitas Islam Indonesia
(Ull) juga berpendapat, sampai saat ini UU BPKP tidak menyebutkan bahwa
lembaga itu berwenang melakukan audit investigasi terhadap kerugian
negara. Sedangkan menurut Oce Madril dari Pukat UGM menyatakan bahwa
BPKP berwenang. Menurut pendapat Mahkamah dalam Putusan MK Nomor
31/PUU-X/2012, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut
hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo
dengan beberapa alasan:

a. dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah
hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti
memerintahkan KPK untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan

perkara di Mahkamah Agung dan mencabut atau menunda berlakunya
surat pencegahan;

b. putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang-
Undang (judicial review) bersifat erga omnes;

c. putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal
58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang- Undang;

Jika melihat Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011 dengan Putusan MK
Nomor 31/PUU-X/2012 memang agak bersebarangan. Menurut Putusan
MA Nomor 946.K/PDT/2011 menyatakan BPKP sudah tidak lagi berfungsi
dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan
negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Namun
dengan munculnya kasus dengan proses pengajuan pengujian (judicial
reviuw) sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 menuai
putusan yang bertolak belakang. Jika dilihat sekilas sesama lembaga yudisial
baik MK dan MA merupakan pemutus yang bersifat fnal, bisa memutuskan
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bertolak belakang dengan substansi masalah yang sama. lika dilihat dari
sudut pandang MA, putusannya bisa menjadi yurisprudensi. Jika dilihat dari
sudat pandang MK putusannya bersifat erga omnes (merupakan putusan
yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati
oleh siapapun. Perbedaan pendapat kedua lembaga yudisial tersebut akan
menciptakan potensi penerapan yang berbeda-beda oleh hakim pengadilan
yang menanangani masalah/kasus yang mirip/sama.

Ada 2 putusan MK sendiri bisa dibilang tidak konsiten. Contohnya putusan
MK No. 003/PUU-IV/2006 dan putusan MK No 25/PUU-XIV/2016, terkait frasa
kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Jika dibandingkan
2 putusan MK sendiri yang tidak konsisten, tidak menutup kemungkinan
setelah Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 suatu saat akan ada Putusan MK
baru yang perpandangan sama dengan Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011.
Kemungkinan tersebut jika ada kasus judicial reviuw kembali terkait
kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara
serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.

Dari uraian singkat belajar dari Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011
dengan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 di atas, putusannya tetaplah
diawali kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

3. Kecenderungan Mencoba atau Mengatur Strategi

Secara alami, baik seseorang yang tidak melakukan/melakukan suatu
pelanggaran ketentuan peraturan seperti tipikor akan berusaha “lolos” supaya
aman dari “jeratan” atau ancaman. Seseorang yang tidak melakukan tipikor
terkait dengan PBJ, namun disangka atau didakwakan agar lolos dari ancaman
hukuman memiliki efort atau usaha yang berbeda-beda. Bisa jadi ada yang
pasrah, karena merasa lingkungan dan kondisi yang kurang mendukung, atau
berusaha untuk mencari jalan keadilan. Demikian halnya pula seseorang yang
melakukan tipikor, namun disangka atau didakwakan agar lolos dari ancaman
hukuman memiliki efort atau usaha berbeda pula. Ujung akhir “berdiskusi”
atau menentukan seseorang dinyatakan melanggar ketentuan peraturan
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tipikor adalah di pengadilan, setelah melalui sekian proses.

Lain halnya dengan masalah sengketa kontrak PBJ seperti wanprestasi
atau masalah perdata lainnya, ujung akhir “berdiskusi” juga pengadilan,
kecuali penyelesaian sengketanya dilakukan di luar pengadilan. Dalam
proses pemilihan dalam PBJ juga diwarnai banyak sengketa yang berujung
di pengadilan baik pengadilan negeri perdata maupun pengadilan tata
usaha negara. Baik sengketa kontrak maupun pra kontrak PBJ ada juga yang
berlanjut atau juga “dibawa-bawa” ke pengadilan tipikor. Jika melihat putusan
MK Nomor 31/PUU-X/2012, bisa dilihat masalah yang semula diajukan
ke pengadilan tipikor “dibawa-bawa” pula ke pengadilan negeri. Entah itu
mencoba atau mengatur strategi menyelesaiakan masalah, toh di pengadilan
akan semakin ramai.

4. Hubungan yang Tidak Ada Relevansi Namun Ada Dalam Kenyataan

Pada tahun 2018, penulis berkesempatan mengikuti Diklat Jabatan
Fungsional di Bali yang diselenggarakan oleh LKPP. Salah satu narasumber
pernah menceritakan terkait kasus PBJ yang pelakunya mendapatkan
hukuman “penjara”, sedangkan nyata pelakunya tidak melakukan tipikor .
Namun ada suatu statemen keluar dari beliau, mungkin saja pelaku PBJ itu
tidak melakukan korupsi, namun Tuhan sedang menghukum pelaku tersebut
karena dosa-dosanya. “Yang pernah saya temui rata-rata pelaku PBJ] yang
mendapatkan hukuman tersebut pernah melakukan dosa atau kesalahan,
entah itu “medok” (bermain perempuan) atau kesalahan atau dosa besar
lainnya. Bisa jadi dalam beberapa praktik, para pelaku PBJ harus dihadapkan
dengan APH dimana sangat membuat jantung berdetak lebih cepat dari
biasanya, meskipun tidak melakukan tipikor. Atau bisa jadi pelaku PBJ sedang
diuji dari Tuhan terkait integritas maupun kompetensinya dihadapan APH,
mungkin karena beberapa sebab “diadukan” atau dilaporkan atau diseting
menjadi “korban” .

Dari sisi lain atau “invisible reality” yang tidak dikemukan di publik, ada
beberapa pelaku PBJ yang sedang bernasib “apes” atau menjadi dikorbankan
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entah itu temen sejawat atau pimpinan banyak terjadi. Mungkin seorang
Jaksa Penuntut Umum/JPU suatu kasus korpusi akan menangis karena
mengetahui persis bahwa yang ia tuntut adalah seorang pelaku PBJ] yang
“dikorbankan” atau sudah “diseting” atau bisa dikata “sudah dipesan”. Namun
di sisi lain JPU tidak bisa berbuat lebih, karena terkadung pelaku PBJ pelaku
tipikor dari teman “yang dikorbankan” sudah kadung divonis. Bisa jadi JPU
akan dihadapkan pada kondisi apakah harus membawa pelaku tipikor yang
menjadi “pemesan” atau pelapor ke muka pengadilan.

Menurut penulis, memang tidak ada hubungannya ketika suatu dosa/
kesalahan terkait pribadi seseorang dikaitkan dengan vonis tipikor. Namun
demikian, jika mencoba memasuki ranah pemahaman yang bersifat SQ,
akan membuka diri bahwa Tuhan betul-betul berkehendak kepada setiap
makhluk-Nya, tak terkecuali kepada pelaku PBJ, APH, “Pelapor” dan lain-lain.
Jika dipahami nilai Ketuhanan dari Sila Pancasila, maka Tuhan akan menjadi
causa prima kejadian-kejadian yang ada. Sebagai buktinya adalah pengakuan
bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan adalah “atas berkat rahmat Allah”
yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Belajar dari Putusan MA Nomor 946.K/PDT/2011 dengan Putusan MK
Nomor 31/PUU-X/2012, maupun salah satu contoh nyata nasib pelaku
PBJ di atas, pentingnya memahami SQ dalam berbagai kehidupan. Secara
praktik maupun tuntutan Pendidikan, tuntutan seseorang memiliki
kecerdasan SQ itu sendiri sudah ditanamkan sejak pendidikan dasar. Tinggal
bagaimana perkembangannya dalam setiap orang akan mengimplentasikan
kecerdasannya itu, baik itu melalui profesi pekerjaannya maupun dalam
kehidupan bersosial maupun bernegara.

C. PENUTUP

Memahami PBJ sudah saatnya dilihat dari sisi Spiritual Quotient (SQ).
Tuntuan sebagai warga negara memiliki kecerdasan SQ yang ber-Pancasila
sangat dibutuhkan dalam profesi pekerjaannya maupun dalam kehidupan
bersosial maupun bernegara.
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m Harga Penawaran Sama oleh Lebih dari 1 Peserta APV

G i i L el

SEMULA MENJADI

Dalam hal terdapat calon pemenang

memilikl harga penawaran yang . Untuk segmentasi pemaketan usaha I, Pokja Pemilihan memilih peserta yang
sama maka: mempunyal nilai pengaloman sejenis lebih besar berdasarkan data pengalaman
a, Untuk segmentasi pemaketan yang disampaikan dalam data kualifikasi dan hal ini dicatat dalam BAHP);
usaha kecil, Pakja Pemilihan
. TETAP
memillh peserto yang mempunyai
nilal pengalaman sejenis lebih . Berdasarkan huruf a atau huruf b masih belum dopat ditentukan urutan calan
besar dan hal inl dicatat dalam pemencing, penetapan calon pemenang berdasarkan:
; nilai pengalaman pekerjoon konstruksi pado lokasi pekerjoan yang lebi
BAHP, 1) nilai pangal peker] k ksi pada lokasi peker| yang lebih
srdasarkan dat al yang clise ik I
b Uil segmanival pamckaton I?:.:ﬁfri:::i‘-jn arkan data pengalaman yang disampaikan dalam data
usaha menengah dan usaha : (Y o
besar, Pokja Pemilihan memiiih dalam hal masih sama maka selanjutnya berdasarkan nilal pengalaman
peserta yong mempunyal pekerjaan konstruksi yang lebih besar berdasarkan data pengalaman yang
Kemampuan Dasar lebih besar disompaikan dalam data kualifikasi;
dan hal ini dicatat dalam BAHP dalam hal masih sama moka selanjutnya berdasarkan Sisa Kemompuan

Paket (SKP) yang ter LllJIl:fult;

dalam hal masih sama mokao selanjutnya berdasarkan Tanggal pendirian
usaha yang paling awal.

HEMENTERIAN PERERMAN UMUM DA} PERLMAHAN RAKYAT S MENTER! PUFR b 18,5E /W20 terang FEDOMAN DPERASIDMAL TERTIE PEMVELENGEARA AN n \\_
DIREXTORAT JENDERAL HINA HONETRLKE] PERSIAP AN PEMILIHAN UNTUK PENGADAAN JASA HONSTRUKS! Dy KEMENTERMN PUPR A

Jika barang dimaksud
adalah barang wajib, maka
yang boleh dibeli adalah

| U PDN yang memiliki nilai
TEDN minimal 25%
BELUM
WAIIB

Jika barang dimaksud

TKDN <25% 2
Memilikd nilal TRDN di bawah 25% adalah belum wajib, maka

¥ : diutamakan PDN yang
PON NON-TKDN memiliki nilai TKDN,
PDM yang betuen teridentifikasi rilai TRDN sebelum PON non-TKDN

Ld

Impaor adalah pilihan
PRODUK IMPOR terakhir jika benar-benar
tidak ada PDN sejenis

Persetujusn Tertulls darl Micnter,Pim pinen Lembega Tim P30
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INOVASI
PENGADAAN ???

Mudjisantosa
praktisi pengadaan

eringkali setiap hal baru seperti menerapkan inovasi atau munculnya
Speraturan baru dalam pengadaan, bila dipraktekan akan berdampak
ketidakcukupan dalam peraturannya, berbenturan dengan peraturan lain
atau aplikasi tidak mensupport sepenuhnya.

Kalau hanya ketidakcukupan dalam peraturan, berbenturan dengan
peraturan lain  atau aplikasi tidak mensupport sepenuhnya, masih bisa
diterima, namun bagaimana kalau terjadi kesalahan yang ditemukan dalam
inovasi pengadaan ditakar sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Mengapa ditakar sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.?

Hal demikian disebabkan

1. para auditor, para penegak hukum, para hakim dll kadang masih berpikir
dengan peraturan pengadaan yang lama.

2. para auditor, para penegak hukum, para hakim dll kadang masih
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memproses kesalahan pengadaan, bukan fokus untuk mencari
keserakahan korupsi

Peraturan yang berkaitan dengan inovasi pengadaan ?
Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2018

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/IASA
PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

(1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, Lembaga
Kebijakan ~ Pengadaan  Barang/lasa  Pemerintah  berwenang
mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam
bentuk antara lain:

a) inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
b) inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;

) inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa;
dan

d) inovasi lainnya.

(2) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang pengadaan
barang/jasa yaitu:
a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

) mengisi kekosongan hukum;

) memberikan kepastian hukum; dan

) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna
kemanfaatan dan kepentingan umum.

o O T

Pasal 2

Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/
jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah
mempertimbangkan:
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tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa;
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

alasan-alasan yang objektif;

tidak adanya konfik kepentingan;

iktikad baik; dan

terjaminnya tidak terdapat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta
kerugian negara.

eoecz

=

Pasal 3

(1) Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan berdasarkan:

a) usulan dari pihak yang memerlukan antara lain, namun tidak terbatas
pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau

b) inisiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menelaah dan
mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat kajian
untuk inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Hasil pengembangan sistem dan/atau kebijakan pengadaan barang/jasa
ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah.

INOVASI PERLU MEMPERHATIKAN :

A. Inovasi perlu meminta pendapat LKPP, sebagaimana diuraikan dalam
Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2018

B. Inovasi perlu mempertimbangkan 4L. 4 L adalah :
1. Legal Update

Memperbaruisetiap langkah inovasi pengadaan dengan peraturan terkait,
tidak cukup peraturan pengadaan, tetapi dikaitkan dengan peraturan
keuangan, perpajakan, dan peraturan sektor yang berkaitan.

Peraturan sektor yang berkaitan, antara lain berkaitan dengan peraturan
jasa konstruksi, peraturan perindustrian, peraturan kesehatan dst

2. Logika Terbaik
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Memperhatikan logika terbaik, best practice dsb
3. Lengkap Dokumentasinya

Lenkap Analisa atau Kertas Kerja, dokumentasinya dsb
4. Lunas tidak bermasalah

Sesuai kuantitas, mutu, kewajaran harga dan tidak terjadi kerugian
negara.

C.. Inovasi perlu mempertimbangkan mitigasi risiko
1. Risiko dialihkan
Seperti dialihkan ke konsultan pengawas
2. Risiko dibagi
Dibagi dengan APIP, BPKP, Tim Probity Advised, Apeha dsb
3. Risiko diantisipasi
Cari risikonya terlebih dahulu, sebelum memulai kegiatan.
Kontrak misal berakhir maksimal November, jangan Desember
4. Risiko dihadapi

Selamatkan kesuksesan kontrak, tapi perlu yakin dengan prestasi
pembayaran.

Bila tidak yakin agar di audit terlebih dahulu, sebelum dibayar lunas.
SEMOGA BERMANFAAT

Tangerang Agustus 2023
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VALIDASI
PENILAIAN
KINERJA

CHRISTIAN GAMAS

Pemkab. Kutai Barat Kaltim

Memuvalidasi Hasil Penilaian Kinerja dengan melakukan Validasi
Kepantasan Nilai yang diberikan

enilaian Kinerja Penyedia saat ini dapat mengacu pada Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 tahun 2021 tentang

Pembinaan Pelaku Usaha (PerLKPP 4/2021) yang mengatur Penilaian Penyedia

dari 4 (empat) aspek meliputi :

- Kualitas dan Kuantitas (30%)

- Biaya (20%)

- Waktu (30%); dan

- Layanan (20%).

Keempat Aspek diatas selanjutnya memiliki indikator dilihat dari :

- Pada Aspek Kualitas dan Kuantitas indikatornya adalah Kesesuaian

- Pada Aspek Biaya indikatornya adalah kemampuan pengendalian biaya;

- Pada Aspek Waktu indikatornya adalah ketepatan;dan

- Pada Aspek Layanan indikatornya adalah komunikasi dan tingkat respon.
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Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia yang ada dalam PerLKPP 4/2021
sebenarnya adalah bentuk rekaman dalam bentuk nilai selama penyedia
melakukan pekerjaan /melaksanakan kontrak, pemberian penilaian ini
sebaiknya dilakukan dengan cermat agar informasi dari kinerja penyedia
ini dapat menjadi salah satu bahan penunjang keputusan bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak berikutnya yang bekerjasama dengan Penyedia
tersebut di waktu lainnya.

Dengan demikian saat kita memberikan nilai selain memperhatikan
kriteria uraian penilaian atas pencapaian indikator Kkinerja, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memvalidasi kepantasan nilai yang diberikan
dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- Meninjau kembali kemampuan penyedia terkait kemampuannya dalam
proses pengadaan barang/jasa dilihat dari atribut :

o kapasitas (kemampuan untuk menyampaikan barang sesuai jumlah yang
ditetapkan), kapabilitas (kemampuan untuk memenuhi standar yang
dibutuhkan);

o jumlah dan kualitas dari tenaga kerja;
o jumlah beserta kualitas dan usia perlengkapan;
o ketepatan ukuran serta tata letak dan lokasi yang dijanjikan;

o kebijakan penjaminan mutu, kebijakan dalam keberlangsungan
lingkungan hidup; dan keandalan waktu dalam proses pengerjaan
pekerjaan.

Atribut-atribut berkaitan dengan kemampuan penyedia ini dapat di
cocokkan dengan aspek yang ada dalam PerLKPP 4/2015, contoh ketika
terdapat permasalahan berkaitan dengan keandalan waktu dalam proses
pengerjaan pekerjaan bisa saja pekerjaan dilakukan datang lebih cepat dari
waktu seharusnya sebagaimana tercantum pada kontrak, namun datang
pada tengah malam, dan ketika di konfrmasi pada kurir yang mengantarkan
barangnya untuk datang kembali besok sang kurir menolak karena dia sudah
harus berangkat lagi waktu ini juga, anda sebagai Pejabat Penandatangan
Kontrak berusaha menghubungi Penyedia namun Penyedia tidak dapat
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memberi solusi sehingga mau tidak mau anda harus ke kantor tengah malam
untuk menerima kiriman tersebut, dalam hal ini terjadi tentunya anda akan
menjadi lebih cermat dalam menilai Aspek Layanan karena ada permasalahan
yang relatif serius dari kemampuan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan,
hal ini dapat dicermati lebih lanjut pada atribut-atribut lainnya berkaitan
dengan kemampuan penyedia.

- Meninjau kembali Perilaku dari Penyedia dengan cara memperhatikan
bagaimana cara penyedia menilai dan memanfaatkan informasi pasar
yang tentunya dari aspek organisasi dapat dilihat dari atribut :

o tujuan organisasi;
o strategi organisasi;
o manajemen pelanggan; dan

o prospek masa depan perusahaan

Sebagai contoh sebuah perusahaan yang memiliki strategi organisasi yang
baik akan dapat melaksanakan pemenuhan Aspek Kualitas dan Kuantitas
bila strategi organisasi sudah disusun rapi dan berorientasi pada kebutuhan
pelanggan dalam rangka memenuhi kualitas dan kuantitas, dengan demikian
ketika anda meninju kembali aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan maka
anda akan dapat meyakinkan diri kembali apakah nilai yang sudah diberikan
oleh anda sudah sesuai atau tidak, contoh lain misal berkaitan dengan atribut
manajemen pelanggan, sebuah perusahaan yang baik dalam melakukan
pekerjaan tentunya memiliki perilaku yang terkelola, termasuk dalam
melakukan manajemen pelanggan, bila penyedia memiliki beberapa pekerjaan
yang berlangsung bersamaan namun memiliki manajemen pelanggan yang
baik, maka respon dan tingkat layanannya akan tetap konsisten, bila hal ini
terpenuhi maka kriteria Sangat Baik pada aspek Layanan menjadi tervalidasi
ketika anda memberikan nilai Baik atau Sangat Baik.

Atribut-atribut pada Kemampuan Penyedia diatas saya uraikan untuk
menjadi contoh dalam melakukan validasi atas nilai yang akan diberikan
dengan mengacu PerLKPP 4/2021. Akan ada banyak daftar pertanyaan yang
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dapat muncul dalam melakukan proses validasi dengan memperhatikan kata
kunci yang dapat dikonversi menjadi pertanyaan validasi sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja Penyedia, atribut penguji dapat menggunakan kata sebagai
berikut : prosedur, tahapan, pemeriksaan, pengujian, dan lain-lain.

2. Kuantitas KerjaPenyedia, atribut penguji dapat menggunakan kata sebagai
berikut : feksibilitas, keluaran, volume, satuan, dan lain-lain.

3. Tempo kerja Penyedia, atribut penguji dapat menggunakan kata sebagai
berikut : prioritas, pengiriman, inspeksi, produksi, administrasi, dan lain-
lain.

4. Harga /Biaya, atribut penguji dapat menggunakan kata sebagai berikut :
diskon, rincian, garansi, feksibilitas, peningkatan, inovasi, dan lain-lain.

Validasi hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan berdasarkan PerLKPP
4/2021 dengan melakukan pengujian kembali atas nilai yang diberikan dengan
membuat daftar simak, daftar pertanyaan, dan telaah evaluasi berdasarkan
atribut-atribut yang saya sebutkan diatas bukan bermaksud memperumit
proses pemilihan, para Pejabat Penandatangan Kontrak tetap saja
berpedoman pada Kriteria, Skor, dan Uraian Penilaian atas capaian indikator
kinerja yang ada di PerLKPP 4/2021, namun Kketika nilai sudah diberikan dan
akan ditetapkan tidak ada salahnya melakukan validasi kembali dengan tujuan
akurasi pemberian nilai agar nilai yang diberikan lebih berkualitas dan hasil
perekaman informasi penilaian kinerja penyedia yang direkam dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia menjadi bermanfaat bagi ekosistem pengadaan.
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Kontrak

Konstruksi
dengan SBO

Mudjisantosa

Praktisi Kontrak Pemerintah

SBO ( supplied by owner)

ontrak pekerjaan konstruksi umumnya adalah satu kontrak untuk
menyelesaikan satu pekerjaan kontruksi.

Sedangkan suatu paket pekerjaan konstruksi dengan SBO akan banyak
kontrak .

Dengan banyak kontrak

1. bagaimana kemampuan anda mengkoordinasikan antar pemyedia ?
2. bagaimanakalau adasalah satu atau beberapakontraknyayangterlambat?

3. bagaimanakalau ada salah satu atau beberapa kontraknya yang yang lebih
cepat selesai ? sedang pekerjaan berikutnya belum siap untuk dimajukan
waktunya

4. apakah semua peraturan terkait mendukung, terutama mengenai
pembayaran ? akan ada banyak pembayaran
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Bagi yang akan mengambil skema kontrak SBO agar memperhatikan
bahwa dalam ilmu mitigasi risiko, anda jangan bekerja kalau anda belum mengetahui
risikonya.

Berikutnya apakah anda selalu sukses dengan kontrak pekerjaan
konstruksi yang biasanya satu paket dengan hanya satu penyedia yaitu sukses
tidak terlambat kontraknya dan sukses selesai memenuhi volume dan mutu.

Bila ya maka anda boleh bergeser mengambil alternatif dengan kontrak
SBO.

Hidup jangan sekedar mengikuti peraturan tetapi ikutilah peraturan dan
bertindaklah bagaimana sebaiknya.

Cara kontrak SBO bukanlah keharusan tetapi mungkin optimasi terbaik
bagi kontrak anda atau mungkin anda belum siap menggunakan kontrak
SBO.

Jangan tinggalkan otak anda @
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